GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 74 TAHUN 2006
TENTANG

PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH ANGKUTAN
PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DENGAN MOBIL BUS UMUM
KELAS EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH

o GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa tarif penyelenggaraan Angkutan Antar Kota Dalam
Provinsi Dengan Bus Umum Kelas Ekonomi sebagaimana
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 57 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Batas
Atas Dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar
Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan
Mobil Bus Umum Di Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena
itu perlu disesuaikan; '

b. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan Peraturan Menteri Perhubungan
® Nomor KM 53 Tahun 2006 tentang Tarif Dasar Batas Atas
Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar
Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus
Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penetapkan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah
Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Dengan
Bus Umum Kelas Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga
Eceran Bahan Bakar Minyak ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan
Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan
Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan
Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas
Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas
Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas
Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi,
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian
Dan  Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas
Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah,
dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2001 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan
Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Soslal, Dinas
Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil
Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas
Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas




Menetapkan
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Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman
Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan
Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas
Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan,
Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas
Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 6 Seri D Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 44 Seri E
Nomor 5) ;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun
2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula
Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan
Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun
2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan
Dengan Kendaraan Umum;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun
2006 tentang Tarif Dasar Batas Atas Dan Batas Bawah
Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas
Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG

PENETAPKAN TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH
ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
DENGAN BUS UMUM KELAS EKONOMI DI PROVINSI JAWA
TENGAH.

Pasal 1

Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang
antar Kota dalam Provinsi dengan bus umum kelas ekonomi di
Provinsi Jawa Tengah dihitung berdasarkan jarak yang
ditempuh sebagai berikut :




Pasal 1

Tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang
antar Kota dalam Provinsi dengan bus umum kelas ekonomi di
Provinsi Jawa Tengah dihitung berdasarkan jarak yang
ditempuh sebagai berikut :

a. tarif batas atas sebesar Rp. 130,00 (seratus tiga puluh
rupiah) per penumpang per kilometer;

b. tarif batas bawah sebesar Rp. 80,00 (delapan puluh rupiah)
per penumpang per kilometer.

Pacal 2

Penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1., pelaksanaan dan pengawasannva
meniadi tangaungiawab Kepala Dinas Lalu Lintas Dan
Angkutan Jaian Provinsi Jawa Tengah.

Pacal R

Perhitungan akhir tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 2. vang ditambah iuran waiib dana kecelakaan
penumpang dibulatkan ke atas sampai dengan kelipatan
Rp. 100,00 (seratus rupian}.

Pacal 4

Untuk meniamin kelanasungan usaha angkutan penumpang
antar kota kelas ekonomi. maka tarif batas atas dan tarif batas
bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1 dapat dilakukan
evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) buian.

Pagal &

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2005
tentana Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah
Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas
Ekonomi Di Jalan Denaan Mobil Bus Umum Di Provinsi Jawa
Tenaah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005
Nomor 57) dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.




Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober
2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan-
nya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2006

GUBERNUR JAWATENGAH
ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal oktobar 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 74



